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Pendahuluan; Pembahasan; dan Penutup (Kesim-
pulan dan Rekomendasi).

5. SUMBER KUTIPAN
a. Sumber kutipan merupakan pustaka terbitan 10 

tahun terakhir, sumber kutipan yang diutamakan 

adalah sumber primer hasil berupa hasil penelitian 
atau artikel-artikel dalam jurnal dan atau majalah 
ilmiah.

b. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan 
perut (in note).

c. Sumber kutipan yang berasal dari website, judul 
tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tang-
gal dan waktu download. Contoh: Rohman, Dodi 
Arief, Publik AS Dukung Bill Clinton, http:
//www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/
inpubl124.htm diunduh pada Senin, 24 Oktober 
2005, jam 13.56 WIB.
1) Satu penulis: (Arnis, 1981:845);
2) Dua penulis: (Arnis dan Indah, 1991:311);
3) Tiga atau lebih dari dua penulis: (Arnis, et.al., 

1990:23);
4) Sumber kutipan yang berasal dari institusi se-

baiknya dituliskan akronim institusi: (KRN, 
2000:21)

6. DAFTAR PUSTAKA
 Penyusunan daftar pustaka menggunakan sistem havard 

sistem vancouver, tahun di depan atau di belakang, di-
susun alfabetis dengan susunan setiap publisitas se-
bagai berikut:
a. Buku-Buku
 Contoh:
 Prasetyo, Eko, 2009, Keadilan Tidak untuk yang 

Miskin, Yogyakarta: Risit Book.
b. Jurnal
 Contoh:
 Prasetyo, Eko, 2009, “Keadilan Tidak untuk yang 

Miskin”, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 3, Hlm. 
(awal)-(akhir).

c. BAB dalam Buku
 Contoh:
 Criba, Robert, 1999, “Nation: Making Indonesia 

in Emerson”, Donald K. (edit), Indonesia Beyond 
Suharto, New York, An East Gate Publisher.

d. Tesis atau Disertasi
 Contoh:
 Indrayana, Denny, 2005, Indonesia Constitutional 

Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional 
Making in Transition, Unpublished Thesis, Mel-
bourne University, Indonesia.

e. Makalah
 Contoh:
 Mas, Marwan, 2007, “Memaknai Hakikat Keku-

asaan Kehakiman”, Makalah pada Pertemuan Ahli 
Tata Negara Bukittinggi.

f. Peraturan perundang-undangan disusun secara 
hirarki.

PEDOMAN PENULISAN
Pedoman Penulisan
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